PUTUSAN
NOMOR : 65/G/2025/PTUN.SMG.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada
peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara
Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,

telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

NURAINI PURWANINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Kapten Mulyadi No.44, RT.003/RW.009,
Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Domisili
Elektronik: poslawgian@gmail.com; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 15 Juni 2025, memberi Kuasa kepada :
PAULUS OENTOENG SUTEDJA, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office Oentoeng Sutedja &
Associates, beralamat kantor Jalan Bima Sakti Blok AB, No.30, Solo Baru
Sektor X, Gedangan, Grogol, Sukoharjo 57552, alamat Domisili Elektronik:
papahaikinen@yahoo.com.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA, Tempat
Kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No.2, Surakarta, Propinsi Jawa
Tengah; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
B/500.2/3660, tanggal 19 Agustus 2025, telah memberikan Kuasa kepada:
1. YENI APRILIAWATI, S.H., M.P.S., M. ENG;
VEKY NOVIAN SASONO, S.H;
HESTINING SUSANTI, S.H;
FX. SASADARA PASKA, S.H;

TRI WULAN DWI HANDAYANI, S.H;
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6. ARDYANTO IMAM WICAKSONO, S.H;

7. ZAKY BASWENDRA WIBHAWA, S.H;

8. MUHAMMAD ARIF FAUZI, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada Bagian Hukum Setda Kota Surakarta, beralamat
kantor Jalan Jenderal Sudirman No.2 Kota Surakarta, Alamat Domisili
Elektronik: hukumhamsolo@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dan

ANDY SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Dr.
Radjiman 338, RT.002, RW.006, Kelurahan Penumping, Kecamatan
Laweyan Kota Surakarta, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat domisili
elektronik: d_hasekyo@gmail.com. Dalam hal ini berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2025, telah memberikan Kuasa
kepada:

1. TEDJO KRISTANTO, S.H;

2. DR. ARI SUMARWONQO, S.H., M.H;

3. BROMA MANUNGGAL BILHAQ, S.H;

4. EDWIN KRISTANTO, S.H.

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
Hukum Tedjo Kristanto, S.H & Partners, beralamat kantor di Jalan Beruang
AD 3 Solo Baru RT.001, RW.008, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan
Grogol, Kabupaten Sukoharjo, alamat domisili elektronik:
Ari.bharalawfirm@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 65/PEN-
DIS/2025/PTUN.SMG, tertanggal 12 Agustus 2025, tentang Penetapan
Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 65/PEN-

MH/2025/PTUN.SMG, tertanggal 12 Agustus 2025, tentang Penunjukan
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Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tersebut;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 65/PEN-
PPJS/2025/PTUN.SMG, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita
Pengganti, Tertanggal 12 Agustus 2025;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor 65/PEN-PP/2025/PTUN.SMG, tertanggal 12 Agustus 2025, tentang
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor 65/PEN-HS/2025/PTUN.SMG, tertanggal 17 September 2025, tentang
Hari dan Tanggal Persidangan Pertama;

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
65/G/2025/PTUN.SMG tanggal 24 September 2025 tentang masuknya pihak
intervensi

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara
dipersidangan

DUDUK SENGKETA
Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 12 Agustus 2025
yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
pada tanggal 12 Agustus 2025, dengan register Perkara Nomor
65/G/2025/PTUN.SMG dan diperbaiki tanggal 17 September 2025, Penggugat
mengemukakan yang pada pokoknya :
. OBJEK SENGKETA.
Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat
Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta No.B/DG.01.04/2512 tanggal
19 Juni 2025 perihal Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan SHP Kios
No.12 & No.13 Pasar Gede.
. KEWENANGAN MENGADILI.
1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 butir angka
9 dari Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
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Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa Keputusan Tata Usaha
Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 47 jo pasal
50 dari Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan antara lain bahwa Pengadilan
Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama;
Bahwa, Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta No.
B/DG.01.04/2512 tanggal 19 Juni 2025 bersifat nyata dan tidak bersifat
abstrak dengan kata lain konkret yang ditujukan kepada Penggugat
melalui kuasa hukumnya dengan alamat dan perihal yang jelas.
Demikian pula putusan dalam Objek Sengketa bersifat final dimana
putusan tersebut sudah definitive karena Penggugat telah melakukan
Upaya Administrasi kepada atasan dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena itu, adalah kewenangan dari Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa.

lll. UPAYA ADMINISTRASI.

1.

Bahwa, perihal Upaya Administratif diatur dalam ketentuan pasal 75
sampai dengan pasal 78 dari Undang-Undang Republik Indonesia
No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam pasal 75 pada
butir angka (1) dikatakan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan
terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya
Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan

pada butir angka (2) nya dikatakan bahwa Upaya Administratif
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan dan b.

Banding.

Bahwa, Upaya Administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat

adalah:

a. Mengajukan Surat Keberatan Penggugat No.020/POS/K/VI1/2025,
tanggal 8 Juli 2025, yang kemudian dijawab oleh Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta dalam suratnya No.B/DG.01.04/3119
tanggal 18 Juli 2025; dan

b. Mengajukan Surat Banding Penggugat No.021/POS/K/VII/2025
tanggal 25 Juli 2025, yang kemudian dijawab oleh Wali Kota
Surakarta dalam suratnya No.R/100.3.11.3/2410 tanggal 5 Agustus
2025.

IV. TENGGANG WAKTU.

1.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang Undang Republik
Indonesia No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dikatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Bahwa, tanggal 24 Mei 2025, Penggugat telah mengajukan
permohonan Perpanjangan Penerbitan Surat Hak Penempatan
No0.511.2/182/1/GD/2022 tanggal 28 Maret 2023 dan
No0.511.2/183/1/GD/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas kedua kios yaitu
No.12 dan 13 Pasar Gede Surakarta sebelum jatuh tempo/berakhir
masanya kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta atau
Tergugat;

Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2025, Tergugat memberikan jawaban atas
permohonan Penggugat dengan suratnya No.B/DG.01.04/2512 tanggal
19 Juni 2025 perihal Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan SHP
Kios No.12 & No.13 Pasar Gede;

. Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2025, Penggugat mengajukan Keberatan

melalui surat No.020/POS/K/VI11/2025 tanggal 8 Juli 2025 dan dijawab
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oleh Tergugat dengan suratnya No.B/DG.01.04/3119 tanggal 18 Juli
2025;

Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2025, Penggugat mengajukan Banding
dengan surat No.021/POS/K/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 kepada
atasan Tergugat dan dijawab oleh Wali Kota Surakarta dengan suratnya
No. R/100.3.11.3/2410 tanggal 5 Agustus 2025;

Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2025 Penggugat mendaftarkan
gugatan melalui ecourt dengan Surat Gugat tertanggal 12 Agustus 2025

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

. Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan pada pasal 4 dikatakan:

(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak
Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat
Administrasi Pemerintahan.

(2) Selama warga Masyarakat menempuh upaya administrafi, tenggang
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai
keputusan upaya administrative terakhir diterima;

Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan

yang diatur dalam peraturan mengenai tenggang waktu pengajuan

gugatan/tidak melebihi tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh

Undang-Undang.

V. KEPENTINGAN.

1.

Bahwa, menurut ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) dari Undang-
Undang RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, dikatakan
bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi
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tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta
No.2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar
Rakyat pada pasal 19 tentang SHP (Surat Hak Penempatan) dikatakan:
(1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan kios atau los harus
memperoleh SHP dari Kepala PD atas nama Wali Kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SHP diatur
dalam Peraturan Wali Kota.
. Bahwa, Penggugat adalah pedagang di Pasar Gede Surakarta yang
sejak tahun 2016 sudah memegang ijin hak penempatan atas Kios
No.12 dan Kios No0.13 di Pasar Gede Surakarta dengan Surat Hak
Penempatan atas nama Nuraini Purwaningsih terakhir masing-masing
No. No.511.2/182/1/GD/2022 dan No0.511.2/183/1/GD/2023, tertanggal
28 Maret 2023;
. Bahwa, berhubung Surat Hak Penempatan No.511.2/182/1/GD/2022
dan No0.511.2/183/1/GD/2023 masing-masing tertanggal 28 Maret 2023
akan berakhir pada tanggal 10 Juni 2025, maka Penggugat mengajukan
permohonan perpanjangan ijin hak penempatan pada Tergugat sesuai
dengan Surat No.016/POS/K/V/2025 tanggal 24 Mei 2025;
. Bahwa, Tergugat dengan suratnya No.B/DG.01.04/2512 tanggal 19 Juni
2025 perihal Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan SHP Kios No.12
& No0.13 Pasar Gede, yang isinya pada intinya menolak atau tidak
memproses permohonan perpanjangan SHP atas Kios No.12 dan No.13
Pasar Gede yang diajukan oleh Penggugat;
. Bahwa, dengan adanya jawaban dari Tergugat tersebut menjadikan
Penggugat tidak dapat memiliki ijin penempatan (SHP) yang berakibat
lebih lanjut Penggugat tidak dapat berdagang dengan memakai Kios
No.12 dan No.13 Pasar Gede tersebut, hal itu menunjukkan

kepentingan Pengggugat sangat dirugikan.
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VL.

DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN.

1.

Bahwa, menurut ketentuan dalam pasal 53 dari Undang-Undang RI No.
9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada ayat (2) huruf a dan b
dikatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

. Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Daerah Surakarta

No. 2 Tahun 2024, tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar
Rakyat dikatakan:

(1) SHP diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan
permohonan perpanjangan SHP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

Bahwa, Penggugat adalah pemegang Hak Penempatan atas 2 kios di
pasar Gede Surakarta selama tiga (3) periode pembaruan/perpanjangan
hak penempatan sejak tahun 2016, yaitu sesuai dengan Surat Hak
Penempatan yang berlaku masing-masing:

a. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, diperpanjang

b. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, diperpanjang lagi

c. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Bahwa, selaku pemegang Surat Hak Penempatan (SHP) periode ketiga
yaitu No0.511.2/182/1/GD/2022 dan No.511.2/183/1/GD/2023 masing-
masing tertanggal 28 Maret 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 10
Juni 2025, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 21 butir angka (2)

Peraturan Daerah Surakarta No.2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
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Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat seperti yang sudah disebutkan
diatas, maka Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan SHP
(Surat Hak Penempatan) yang akan jatuh tempo/ habis jangka
waktunya;

. Bahwa, sesuai dengan suratnya No.B/DG.01.04/2512 tanggal 19 Juni
2025, Tergugat memberikan Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan
SHP Kios No.12 & No.13 Pasar Gede, dengan alasan bahwa sampai
saat ini ada permasalahan hukum atas kedua kios tersebut masih belum
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gwijsde) sehingga dengan
kondisi tersebut maka setiap keputusan/kebijakan terkait kedua kios
tersebut akan menunggu keputusan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) atas permasalahan/perkara hukum kios tersebut.

. Bahwa, Penggugat tidak sependapat dengan dasar dan alasan
Tergugat tersebut karena hal itu jelas-jelas sangat merugikan
kepentingan Penggugat selaku pedagang yang memegang ijin
penempatan berupa SHP atas Kios No.12 dan No.13 Pasar Gede
Surakarta tersebut yang menjadi dasar bagi seorang Pedagang/
Penggugat untuk dapat berdagang di kedua Kios Pasar Gede Surakarta
tersebut. Tanpa adanya ijin penempatan berupa Surat Hak Penempatan
(SHP), sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta No.2 tahun
2024, Pedagang dilarang menempati kios-kios di Pasar Gede
Surakarta. Selaku Pedagang yang mempunyai SHP seharusnya
Penggugat dilindungi dan diperpanjang SHP nya vyang jatuh
tempo/habis masa berlakunya ketika diajukan  permohonan
perpanjangan masa berlakunya;

. Bahwa, apa yang dijadikan dasar oleh Tergugat dengan tidak
memproses permohonan perpanjangan SHP (Surat Hak Penempatan)
atas nama Penggugat tersebut, didasarkan pada adanya putusan
pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus
menunggu sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal itu

menunjukkan dasar atau alasan yang dipakai oleh Tergugat tersebut
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VII.

jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik,
khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Pelayanan yang baik,
seperti yang disebutkan dalam pasal 10 dari Undang-Undang Republik
Indonesia No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Bahwa, demikian pula dengan tidak memproses permohonan
perpanjangan SHP atas nama Penggugat menunjukkan bahwa tindakan
dari Tergugat jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No.2 tahun 2024 dimana
selaku Pedagang di Pasar Gede atas kedua Kios tersebut diharuskan
mempunyai Surat Hak Penempatan (SHP) dan setiap SHP yang jatuh
tempo dapat diperpanjang;

9. Bahwa, oleh karena itu diajukanlah gugatan dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq Majelis Hakim yang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo sebagai berikut:

Petitum/Tuntutan.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Surat Kepala
Dinas Perdagangan Kota Surakarta No.B/DG.01.04/2512 tanggal 19
Juni 2025 perihal Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan SHP Kios
No.12 & No.13 Pasar Gede.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta No.B/DG.01.04/2512 tanggal 19 Juni
2025 perihal Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan SHP Kios
No.12 & No.13 Pasar Gede.

4. Memerintahkan Tergugat memproses perpanjangan Surat Hak
Penempatan No0.511.2/182/1/GD/2022 dan No.511.2/183/1/GD/2023
masing-masing tertanggal 28 Maret 2023 atas kios No.12 dan No.13 di
Pasar Gede Surakarta dan menerbitkannya atas nama Nuraini
Purwaningsih.

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
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Tergugat mengajukan Jawaban tertulis secara elektronik pada persidangan

tanggal 01 Oktober 2025, pada pokoknya:
DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena surat yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta adalah Surat No.
B/DG.01.04/2512 tanggal 19 Juni 2025 perihal Jawaban Atas Permohonan
Perpanjangan SHP Kios No. 12 & No. 13 Pasar Gede tidak memuat penolakan

sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang berbunyi: “Surat Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta No. B/DG.01.04/2512 tanggal 19 Juni 2025
tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Surat Hak Penempatan No.
511.2/182/1/GD/2022 tanggal 28 Maret 2023 dan Surat Hak Penempatan No.
511.2/183/1/GD/2023 tanggal 28 Maret 2023”.

2. OBJEK SENGKETA TUN TIDAK MEMENUHI SYARAT

a)

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud keputusan tata
usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa objek gugatan tata usaha negara belum bersifat final karena bukan
merupakan penolakan sebagaimana didalilkkan oleh Penggugat namun
dimaksudkan untuk menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas sengketa Surat Hak Penempatan
(SHP) Kios No. 12 dan No. 13 Pasar Gede yang dimohonkan perpanjangan
surat hak penempatannya oleh Penggugat.
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DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa Kios No. 12 dan No. 13 Pasar Gede berada di atas tanah Pemerintah
Kota Surakarta dan tercatat sebagai barang milik daerah Pemerintah Kota
Surakarta.

Bahwa pengelolaan Kios No. 12 dan No. 13 Pasar Gede diatur dengan
Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Surat Hak
Penempatan (SHP) merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota
Surakarta melalui Tergugat.

Bahwa Pemerintah Kota Surakarta melalui Tergugat berwenang penuh
terhadap pengelolaan Pasar Gede termasuk dalam hal ini Kios No. 12 dan No.
13 Pasar Gede bahkan dapat melakukan penarikan Surat Hak Penempatan
(SHP) yang telah diberikan kepada pedagang.

Bahwa pada saat permohonan perpanjangan Surat Hak Penempatan (SHP)
Kios No. 12 dan No. 13 Pasar Gede berdasarkan Surat Nomor
016/POS/K/V/2025 tanggal 24 Mei 2025 perihal Permohonan Perpanjangan
Surat Hak Penempatan atas Kios No. 12 dan No. 13 Pasar Gede Kota
Surakarta terdapat sengketa perdata antara Penggugat, Tergugat dan
Tergugat |l Intervensi di Pengadilan Negeri Surakarta yang dalam Putusan
Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding menyatakan bahwa SHP Kios
No 12 dan No 13 Pasar Gede seharusnya diberikan kepada pihak lain bukan
kepada Penggugat

Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena berdasarkan Pasal
10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, pertama harus
didasarkan kepada kepastian hukum.

Bahwa surat yang dikeluarkan Tergugat yang menjadi objek perkara a quo
justru berupaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, mengingat putusan

pengadilan adalah produk hukum yang mengikat dan harus ditaati.
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Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dengan hormat Tergugat
memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan
mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak

diterima.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat Il Intervensi mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan
secara elektronik pada persidangan tanggal 01 Oktober 2025, pada pokoknya:
POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegas semua dalil yang

dkemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan
Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Il
Intervensi;

2. Bahwa memang benar Penggugat pemegang Surat Hak Penempatan (SHP)
kios nomor 12 dan 13 Pasar Gede, tetapi perlu diingat, bahwa selama
mempunyai Surat Hak Penempatan (SHP), Penggugat tidak pernah
menempati, menggunakan atau memanfaatkan untuk kegiatan berdagang di
kios nomor 12 dan 13 tersebut;

3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2
tahun 2024 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat pada Pasal
1 huruf (23) “ Pedagang Pasar Adalah orang atau Badan yang melakukan
kegiatan dengan menjual dan / atau membeli barang dan / atau Jasa yang
menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya” serta huruf (27) “ Surat
Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP Adalah pemberian izin

Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan di Lokasi Pasar”;
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4. Bahwa Penggugat tidak dapat disebut sebagai Pedagang pada Kios 12 dan 13
karena selama ini tidak pernah menempati, memanfaatkan dan
menggunakannya sebagai tempat kegiatan usaha berdagang, dan Penggugat
hanya sebagai pedagang pada kios 10 dan kios 11 pasar Gede Surakarta yang
digunakan untuk kegiatan usaha berdagang bersama dengan suaminya Gian
Styadi Wijaya selama ini;

5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2
tahun 2024 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Pasal 35
ayat (3) huruf a “ Setiap Pedagang dilarang Memiliki SHP lebih dari 1 (satu)
dalam 1 (satu) pasar, dikecualikan untuk usaha Lembaga keuangan dan
pedagang grosir sesuai dengan kondisi pasar”;

6. Bahwa Penggugat selama ini bersama dengan suaminya Gian Styadi Wijaya
telah memiliki dua kios di Pasar Gede Surakarta yaitu kios Nomor 10 dan 11,
maka bila Penggugat mengajukan permohonan lagi perpanjangan Surat Hak
Penempatan nomor SHP 511.2/182/I/GD/2022 dan 511.2/183/1/GD/2023
kepada Tergugat hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan dan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
2 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dimana

Penggugat telah melakukan Tindakan monopoli untuk menguasai dan memiliki

4 (empat) Kios di Pasar Gede Surakarta;

7. Bahwa berdasarkan Surat Teguran Tertulis Dari Kepala Dinas Perdagangan
Kota Surakarta Nomor : DG/4330/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dan Berita
Acara Klarifikasi Nomor : DG/4460-1/X1/2024 tanggal 6 November 2024
dinyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menempati dan menggunakan kios
12 dan 13 Pasar Gede Surakarta walaupun telah memiliki Surat Hak
Penempatan atau disingkat SHP pada kios 12 dan 13 Pasar Gede Surakarta;

8. Bahwa menangggapi poin 5 Gugatan Penggugat, dalam suratnya
B/DG.01.04/2512, tanggal 19 Juni 2025 Tergugat sudah benar dalam
menanggapi permohonan perpanjangan Surat Hak Penempatan (SHP) atas
nama Penggugat karena memang sengketa kios nomor 12 dan 13 Pasar Gede

Surakarta masih berjalan dan belum ada kepastian hukum sehingga siapapun
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10.

11.

12.

yang mengajukan permohonan atas Surat Hak Penempatan (SHP) kios nomor

12 dan 13 haruslah ditolak oleh Tergugat;

. Bahwa sebelumnya Tergugat Il Intervensi pernah mengajukan Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Surakarta, terhadap
Penggugat dan suaminya Gian Styadi Wijaya selaku Tergugat | dan Tergugat Il
karena telah Melakukan balik nama SHP atas kios 12 dan 13 tanpa
pemberitahuan Tergugat |l Intervensi yang dahulunya atas nama suami
Penggugat (Gian Styadi Wijaya) hal tersebut dilakukan karena berdasarkan
Perda Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Pasar Tradisional Pasal 35 Ayat (1) huruf a “ Pedagang dilarang
memiliki lebih dari 4 (empat) kios dalam satu daerah” ;

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan Perpanjangan SHP kios 12 dan 13
kepada Tergugat pada 24 Mei 2025, Perkara antara Tergugat Il Intervensi
dengan Penggugat dan Tergugat masih dalam proses sengketa hukum di
Mahkamah Agung yang mana putusannya baru terbit tanggal 11 Agustus 2025
dengan Putusan Kasasi Nomor : 3712 K/Pdt/2025 sehingga pada saat
Penggugat melakukan Perpanjangan SHP belum ada kepastian hukum dan
sudah sepantasnya Tergugat menolak permohonan Penggugat;

Bahwa dalam poin 6 disebutkana bahwa “Penggugat selaku pedagang” yang
faktanya Penggugat bukanlah seorang pedagang di kios nomor 12 dan 13
melainkan suami dari Gyan Styadi Wijaya yang merupakan kakak kandung dari
Tergugat Il Intervensi dan pemilik Surat Hak Penempatan (SHP) kios nomor 10
dan 11 Pasar Gede Surakarta. Penggugat selama ini tidak pernah berdagang
dan membuka kios di Pasar Gede Surakarta terutama di kios nomor 12 dan 13,
sehingga Penggugat tidak bisa dikatakan sebagai seorang pedagang;

Bahwa perlu dilihat bagaimana asal usul Surat Hak Penempatan (SHP) yang
dimiliki oleh Penggugat yang didapatkan karena keserakahan suami Penggugat
selaku pemegang Surat Hak Penempatan (SHP) kios nomor 10 dan 11 Pasar
Gede yang menginginkan adik kandungnya (Tergugat Il Intervensi) kehilangan
kios di Pasar Gede yang selama ini menjadi sandang pangan dari Tergugat Il

Intervensi;
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13.

14.

154

16.

Bahwa awalnya dahulu kios 10, 11, 12 dan 13 merupakan Peninggalan orang
tua Tergugat Il Intervensi dan suami Penggugat (Gian Styadi Wijaya) Oey Tjan
Kheuw kemudian setelah meninggal pada tahun 2005, dilanjutkan oleh Turut
Tergugat Il Intervensi dan Kakaknya (suami Penggugat) dan SHP kios diubah
diatas namakan kepada kakak kandung Tergugat Il Intervensi atau suami
Penggugat (Gian Styadi Wijaya) karena merupakan anak yang paling tua dan
kios tersebut dilanjutkan dengan dikelola bersama — sama;
Bahwa hingga akhirnya pada tahun 2014 terjadi perselisihan dan memutuskan
untuk dibagi dua, untuk kios Nomor 10 dan 11 dikelola oleh suami Penggugat
(Gian Styadi Wijaya) dengan nama Toko Sinar sedangkan kios Nomor 12 dan
13 oleh Tergugat Il Intervensi dengan nama Toko Mulia Baru, tetapi SHP kios
Nomor 12 dan 13 atas nama suami Penggugat (Gian Styadi Wijaya) tidak
diserahkan kepada Tergugat Il Intrvensi, bila ditanyakan selalu diam tidak ada
jawaban, ternyata tanpa sepengetahuan Tergugat Il Intervensi telah di balik
nama atas nama Penggugat (Nuraini Purwaningsih) dan sudah 2 Kkali
diperpanjang vyaitu tahun 2019 dan 2022 dengan nomor SHP
511.2/182/1/GD/2022 dan 511.2/183/1/GD/2023 sedangkan Penggugat sama
sekali tidak pernah menempati, mengelola dan memanfaatkan Kios tersebut
untuk berdagang;
Bahwa dengan memperhatikan fakta — fakta yang sebenarnya bahwa
Penggugat tidak pernah berdagang di kios nomor 12 dan 13 dan berdasarkan
pasal 23 ayat (1) huruf ¢ yang menyatakan “SHP dicabut oleh Kepala PD atas
nama Wali Kota apabila tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama
60 (enam puluh) hari sejak diterimanya SHP”, maka sudah sepantasnya
permohanan dari Penggugat ditolak Tergugat;
Bahwa mengenai Asas — Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tindakan
Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Asas — Asas Umum
Pemerintahan yang baik yang meliputi :

a. Asas Kepastian Hukum

b. Asas Kecermatan

c. Asas Larangan menyalahkan kewenangan
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d. Asas Pelayanan Publik
e. Asas Larangan bertindak Sewenang — wenang

Bahwa dengan menolak perpanjangan SHP Penggugat, Tergugat telah
melaksanakan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena
menerbitkan SHP harus memperhatikan banyak aspek terutama ada atau
tidaknya sengketa yang melibatkan kios — kios agar tercipta asas kepastian
hukum yang adil bagi masyarakat;

17.Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas, dengan mempertimbangkan fakta —
fakta dan ketentuan perundang — undangan khususnya Peraturan Daerah Kota
Surakarta yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan
Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Asas — Asas Umum Pemerintahan yang Baik,
mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak gugatan
Penggugat atau setidak — tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;

18.Bahwa berdasarkan fakta — fakta hukum diatas dan Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan
Pasar Rakyat,Penggugat tidak pernah menempati kios 12 dan 13 Pasar Gede
sehingga tidak berhak untuk memperpanjang Surat Hak Penempatan (SHP)
dan Tergugat Il Intervensi Adalah orang yang paling berhak dalam
mendapatkan Surat Hak Penempatan (SHP) karena selama ini Tergugat I
Intervensi telah menempati dan menggunakan untuk kegiatan berdagang sejak
orang tuanya Oei Tjan Kheuw masih hidup sampai saat dilakukan pemisahan
dan pembagian kios oleh suami Penggugat , Kios Nomor 10, 11 digunakan
Gian Styadi Wijaya ( Suami Penggugat ) dan Kios 12 dan 13 oleh Tergugat |l
Intervensi.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, patut dan beralasan hukum bagi Hakim

yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dengan memberikan

amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA
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1.

Menolak atau setidak — tidaknya tidak dapat diterima Gugatan Penggugat

untuk seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum surat Nomor
B/DG.01.04/2512, tanggal 19 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat Il Intervensi adalah orang yang berhak dalam
mendapatkan Surat Hak Penempatan kios nomor 12 dan 13 Pasar Gede
Surakarta;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon

Putusan Yang Seadil-adilnya (et Aequo et Bono).

Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan secara elektronik

pada tanggal 8 Oktober 2025 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat

maupun Tergugat Il Intervensi mengajukan duplik tertulis pada persidangan

secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat surat yang

telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,

masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-37, sebagai berikut:

1

2.

Bukti P - 1

Bukti P - 2

Surat Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. (Kuasa Hukum
Ny. Nuraini Purwaningsih), kepada Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta, Nomor:
016/POS/K/V/2025, tanggal 24 Mei 2025, Perihal:
Permohonan Perpanjangan Surat Hak Penempatan
Atas Kios No. 12 dan No. 13 Di Pasar Gede Kota
Surakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
kepada Oentoeng Suteja & Associates Kuasa Hukum
Sdri. Nuraini Purwaningsih), Nomor: B/DG.01.04/2512,
tanggal 19 Juni 2025, Perihal: Jawaban Atas
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3.

4.

5.

6.

7.

Bukti P - 3

Bukti P - 4

Bukti P - 5

Bukti P - 6

Bukti P -7

Permohonan Perpanjangan SHP Kios No. 12 dan No.
13 Pasar Gede (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. (Kuasa Hukum
Ny. Nuraini Purwaningsih), kepada Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta, Nomor:
020/POS/K/VI11/2025, tanggal 8 Juli 2025, Perihal:
Keberatan Terhadap Surat Kepala Dinas Perdagangan
Kota Surakarta Tanggal 19 Juni 2025 No.
B/DG.01.04/2512 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
kepada Law office Oentoeng Suteja & Associates
Selaku Kuasa Hukum Sdri. Nuraini Purwaningsih,
Nomor: B/DG.01.04/3119, tanggal 18 Juli 2025,
Perihal: Jawaban Atas Keberatan Terhadap Surat
Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tanggal 19
Juli 2025 No.B/DG.01.04/2512 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Surat Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. (Kuasa Hukum
Ny. Nuraini Purwaningsih), kepada Walikota Surakarta,
Nomor: 021/POS/K/VII/2025, tanggal 25 Juli 2025,
Perihal: Banding Terhadap Surat Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta Tanggal 19 Juni 2025
No. B/DG.01.04/2512 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Walikota Surakarta, kepada Law Office
Oentoeng Suteja & Associates Selaku Kuasa Hukum
Sdri. Nuraini Purwaningsih, Nomor: R/100.3.11.3/2410,
tanggal 5 Agustus 2025, Hal: Jawaban Banding
Administrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
200/Pdt.G/2024/PN.Skt, tanggal 16 Januari 2025
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10.

11.

12.

1€k

14.

15.

16.

Bukti P - 8

Bukti P - 9

Bukti P - 10

Bukti P - 11

Bukti P - 12

Bukti P - 13

Bukti P - 14

Bukti P - 15

Bukti P - 16

(fotokopi sesuai dengan salinaan resmi Pengadilan);
Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Nomor 127/PDT/2025/PT SMG, tanggal 18 Maret 2025
(fotokopi sesuai dengan salinan resmi Pengadilan);
Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3712
K/Pdt/2025, tanggal 11 Agustus 2025 (fotokopi sesuai
dengan salinan resmi Pengadilan);

Surat Hak Penempatan No. 511.2/182/1/GD/2022, atas
nama Nuraini Purwaningsih, tanggal 28 Maret 2023
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Pengenal Pasar Gede atas nama Nuraini
Purwaningsih, tanggal 28 Maret 2023 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Formulir Permohonan Perpanjangan Surat Hak
Penempatan (SHP)/Kartu Tanda Pengenal Pedagang
(KTPP), atas nama Nuraini Purwaningsih, tanggal 16
Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Pernyataan atas nama Nuraini Purwaningsih,
tanggal 16 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Formulir Penyetoran Jasa BTN KC Solo, Kode
Pembayaran: 90314200006970102 atas nama Nuraini
Purwaningsih, tanggal 5 Mei 2025 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Formulir Penyetoran Jasa BTN KC Solo, Kode
Pembayaran: 90314200006980102 atas nama Nuraini
Purwaningsih, tanggal 2 Juni 2025 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Formulir Penyetoran Jasa BTN KC Solo, Kode
Pembayaran: 90314200006980102 atas nama Nuraini
Purwaningsih, tanggal 3 Juli 2025 (fotokopi sesuai
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Bukti P - 17

Bukti P - 18

Bukti P - 19

Bukti P - 20

Bukti P - 21

Bukti P - 22

Bukti P - 23

Bukti P - 24

Bukti P - 25

dengan aslinya);

Surat Hak Penempatan No. 511.2/183/1/GD/2022, atas
nama Nuraini Purwaningsih, tanggal 28 Maret 2023
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Pengenal Pasar Gede atas nama Nuraini
Purwaningsih, tanggal 28 Maret 2023 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Formulir Permohonan Perpanjangan Surat Hak
Penempatan (SHP)/Kartu Tanda Pengenal Pedagang
(KTPP), atas nama Nuraini Purwaningsih, tanggal 16
Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Pernyataan atas nama Nuraini Purwaningsih,
tanggal 16 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Formulir Penyetoran Jasa BTN KC Solo, Kode
Pembayaran: 90314200006980102 atas nama Nuraini
Purwaningsih, tanggal 5 Mei 2025 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Formulir Penyetoran Jasa BTN KC Solo, Kode
Pembayaran: 90314200006980102 atas nama Nuraini
Purwaningsih, tanggal 2 Juni 2025 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Formulir Penyetoran Jasa BTN KC Solo, Kode
Pembayaran: 90314200006980102 atas nama Nuraini
Purwaningsih, tanggal 3 Juli 2025 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Akta Tanggal 09 Februari 2006 No. 18 Turunan Akta
Pendirian Perseroan Komanditer C.V.” P & D SINAR”
yang dibuat dihadapan ninoek Poernomo, SH. Notaris
Di Surakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus
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26.

27.

28.

29.

30.
Sil:
32.

33.

Bukti P - 26

Bukti P - 27

Bukti P - 28

Bukti P - 29

Bukti P - 30
Bukti P - 31
Bukti P - 32

Bukti P - 33

Surakarta Nomor: 163/Pdt.G/2025/PN.SKT, tanggal 1
Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan
resmi);

Surat Law Office “HB & P”, kepada Sdr. Andy Santoso,
tanggal 30 Juli 2024, Perihal: Somasi | (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Surat Law Office “HB & P”, kepada Sdr. Andy Santoso,
tanggal 19 Agustus 2024, Perihal: Somasi Il (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

Surat Law Office “HB & P”, kepada Sdr. Andy Santoso,
tanggal 18 September 2024, Perihal: Somasi Il
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Advokat Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. (Kuasa
Hukum Ny. Nuraini Purwaningsih dan Gian Styadi
Wijaya), kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota
Surakarta, tanggal 26 November 2024, Perihal: Surat
No.DG/4330/X/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024
Perihal: Teguran Tertulis Kesatu (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Foto (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Foto (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
kepada Sdr. Nuraini Purwaningsih Pemegang SHP
Kios No. 12 dan Kios 13 Pasar Gede, Nomor:
DG/4330/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, Perihal:
Teguran tertulis Kesatu (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
kepada Sdri. Nuraini Purwaningsih Pemegang SHP
Kios No. 12 dan Kios No. 13 Pasar Gede, Nomor:
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34.

35.

36.

37.

Bukti P - 34

Bukti P - 35

Bukti P - 36

Bukti P - 37

DG/4482/X1/2024, Perihal: Teguran Lisan (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

Kartu Keluarga No. 3372042112040003 atas nama
Gian Stayadi Wijaya, tanggal 28-06-2024 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

Akta Keterangan Hak Waris, Nomor: 11/2006, tanggal
01 April 2006 yang dibaut dihadapan Ninoek
Poernomo, SH, Notaris di Kota Surakarta (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

Surat Oentoeng Sutedja & Associates Advokat-
Pengacara-Konsultan Hukuk, kepada Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta, Nomor:
024/POS/K/IX/2025, tanggal 22 September 2025,
Perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SHP
(Surat Hak Penempatan) (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
kepada Law Office Oentoeng Sutedja & Associates
selaku Kuasa Hukum Sdri. Nuraini Purwaningsih,
Nomor: S/500.2/4445, tanggal 30 September 2025,
Perihal: Jawaban atas Permohonan Perpanjangan
Penerbitan SHP Kios No. 12 & No. 13 Pasar Gede

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah

diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing

masing diberi tanda T-1 s.d. T-11, sebagai berikut:

1.

Bukti T -1

Surat Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. (Kuasa Hukum Ny.
Nuraini  Purwaningsih), kepada Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta, Nomor:
016/POS/K/V/2025, tanggal 24 Mei 2025, Perihal:
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2.

3.

4.

5.

6.

Bukti T - 2

Bukti T - 3

Bukti T -4

Bukti T -5

Bukti T -6

Permohonan Perpanjangan Surat Hak Penempatan Atas
Kios No. 12 dan No. 13 Di Pasar Gede Kota Surakarta
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
kepada Oentoeng Suteja & Associates Kuasa Hukum
Sdri. Nuraini Purwaningsih), Nomor: B/DG.01.04/2512,
tanggal 19 Juni 2025, Perihal: Jawaban Atas
Permohonan Perpanjangan SHP Kios No. 12 dan No. 13
Pasar Gede (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. (Kuasa Hukum Ny.
Nuraini  Purwaningsih), kepada Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta, Nomor:
020/POS/K/VII/2025, tanggal 8 Juli 2025, Perihal:
Keberatan Terhadap Surat Kepala Dinas Perdagangan
Kota Surakarta Tanggal 19 Juni 2025 No.
B/DG.01.04/2512 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
kepada Law office Oentoeng Suteja & Associates Selaku
Kuasa Hukum Sdri. Nuraini Purwaningsih, Nomor:
B/DG.01.04/3119, tanggal 18 Juli 2025, Perihal: Jawaban
Atas Keberatan Terhadap Surat Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta Tanggal 19 Juli 2025
No.B/DG.01.04/2512 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. (Kuasa Hukum Ny.
Nuraini Purwaningsih), kepada Walikota Surakarta,
Nomor: 021/POS/K/VII/2025, tanggal 25 Juli 2025,
Perihal: Banding Terhadap Surat Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta Tanggal 19 Juni 2025 No.
B/DG.01.04/2512 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Walikota Surakarta, kepada Law Office Oentoeng
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10.

13

Bukti T -7

Bukti T - 8

BuktiT -9

Bukti T - 10

Bukti T - 11

Suteja & Associates Selaku Kuasa Hukum Sdri. Nuraini
Purwaningsih, Nomor: R/100.3.11.3/2410, tanggal 5
Agustus 2025, Hal: Jawaban Banding Administrasi
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
200/Pdt.G/2024/PN.Skt, tanggal 16 Januari 2025
(fotokopi sesuai dengan salinaan resmi);

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor
127/PDT/2025/PT SMG, tanggal 18 Maret 2025 (fotokopi
sesuai dengan salinan resmi);

Tangkapan Layar E-Court Mahkamah Agung Perkara
Kasasi Nomor: 3712/PDT/2025 (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);

Surat Advokat Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. (Kuasa
Hukum Ny. Nuraini Purwaningsih), kepada Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta, tanggal 22 September
2025, Perihal: Permohonan Peprpanjangan Penerbitan
SHP (Surat Hak Penempatan) (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
kepada Sdr. Nuraini Purwaningsih Pemegang SHP Kios
No. 12 dan Kios 13 Pasar Gede, Nomor:
DG/4330/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, Perihal:

Teguran tertulis Kesatu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat Il Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat

yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,

masing-masing diberi tanda T.ll.Intv-1 s.d. T.ll.Intv- 19, sebagai berikut:

1.

Bukti T.Il.Intv - 1

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
Kepada Andy Santoso Kios Mulia Baru Pasar Gede,
Nomor: DG/1700/V/2024, tanggal 15 Mei 2024,

Hal. 25 dari 50 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 65/G/2025/PTUN.SMG.



Bukti T.Il.Intv - 2
Bukti T.ll.Intv - 3
Bukti T.1l.Intv - 4
Bukti T.ll.Intv - 5
Bukti T.Il.Intv - 6
Bukti T.ll.Intv - 7
Bukti T.Il.Intv - 8
Bukti T.lIl.Intv - 9

Perihal: Surat Jawaban Permohonan Pengembalian
Hak Penempatan Kios No. 12-13 Pasar Gede
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Surat Andy Santoso, Kepada Kapolresta Surakarta,
tanggal 24 Juni 2024, Perihal: Laporan Perbuatan
Tidak Menyenangkan dan Pengrusakan Kios
Tempat Dagang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Resor
Kota Surakarta Nomor:
STBP/5281/V1/2024/Reskrim, tanggal 26 Juni 2024
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Surat Andy Santoso kepada Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta, tanggal 3 Juli 2024,
Perihal: Permohonan Surat Hak Penempatan Kios
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Andy Santoso kepada Walikota Surakarta,
tanggal 12 Juli 2024, Perihal: Perlindungan Hukum
Penempatan Kios 12 dan 13 Lt.1 Pasar Gede
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Foto (fotokopi sesuai fotokopi);

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta
kepada sdr. Nuraini Purwaningsih Pemegang SHP
kios No. 12 dan Kios No. 13 Pasar Gede, Nomor:
DG/4330/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, Perihal:
Teguran Tertulis Kesatu (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);

Foto (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Berita Acara Klarifikasi Nomor: DG/4460-1/X1/2024,
tanggal 6 November 2024 (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya)
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

-7
18.

19.

Bukti T.ll.Intv - 10
Bukti T.ll.Intv - 11
Bukti T.ll.Intv - 12

Bukti T.ILIntv - 13

T.ILIntv - 14
T.lIntv - 15
T.Il.Intv - 16
T.ILIntv - 17
T.ILIntv - 18
T.ILIntv - 19

Foto (fotokopi sesuai dengan foto asli);

Foto (fotokopi sesuai dengan foto asli);

Surat Hak Penempatan No. 511.2/182/1/GD/2022,
atas nama Nuraini Purwaningsih, tanggal 28 Maret
2023(fotokopi sesuai dengan fotokopinya)

Surat Hak Penempatan No. 511.2/183/I1/GD/2023,
atas nama Nuraini Purwaningsih, tanggal 28 Maret
2023(fotokopi sesuai dengan fotokopinya)

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
Nomor: DG.01.04/2816/V111/2024, tanggal 7 Agustus
2024, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
Nomor: DG/3130/VIII/2024, tanggal 30 Agustus
2024, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta,
Nomor: DG/3247/IX/2024, tanggal 9 Agustus 2024,
Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);

Foto (sesuai dengan asli foto)

Kutipan Akta Kelahiran No. C.1741-
RK/48/1952/HER/1990 atas nama Andy Santoso,
tanggal 22 Februaro 1990 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Kutipan Akta Kematian Nomor 169/2005 atas nama
Oey Tjan Kheuw, tanggal 29 Februari 2016 (fotokopi

sesuai dengan aslinya);

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi/ atau Ahli;
Tergugat Il Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:
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Saksi Tergugat Il Intervensi:

1. MIYATI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pak Andy Santoso sejak tahun 1987, karena
dahulu Saksi bekerja dengan orangtuanya sebagai karyawan,;

Bahwa Saksi bekerja dengan orang tuanya Pak Andy Santoso Waktu itu
sebagai karyawan Toko Sinar di Pasar Gede;

Bahwa seingat Saksi yang dijual Toko Sinar saat itu adalah sembako;
Bahwa seingat Saksi waktu itu toko sinar ada 4 kios yaitu No. 10, No.11,
No. 12 dan No.13;

Bahwa Tahun 1999 Saksi mengundurkan diri bekerja di Toko Sinar;
Bahwa pada saat itu orang tua Pak Andy Santoso masih hidup;

Bahwa pada tahun 2018 Saksi sempat mampir ke kios, saat itu kiosnya
sudah menjadi dua kios, Kios No. 10 dan 11 ditempati oleh kakanya Pak
Andy Santoso dan kios No. 12 dan 13 ditempati oleh Pak Andy Santoso
dan seingat Saksi usahanya masih jualan sembako;

Bahwa setahu Saksi orang tuanya Pak Andy Santoso mempunyai empat
orang anak yaitu pertama Gian Setiyadi, kedua sudah meninggal, ketiga
sdr. Lisin dan kempat Andy Santoso;

Bahwa seingat Saksi yang menempati kios No. 10, 11 ditempati oleh anak
pertama yaitu Gian Setyadi dan Kios 12 dan 13 ditempati oleh Andy
Santoso;

Bahwa seingat Saksi pada tahun 2018 saat Saksi mampir ke kios bertemu
dengan bertemu dengan Pak Andy Santoso dan Istrinya;

Bahwa Saksi membenarkan Bukti T.ll.Intv-11 adalah foto sdr. Gian
Setiyadi;

Bahwa Saksi membenarkan Bukti T.ll.Intv-6, dahulu adalah kios No. 10,
11, 12, dan 13 masih satu los, setelah Saksi melihat tahun 2018 sudah
disekat;

Bahwa Saksi tidak tahu ibunya Andy Santoso;

Bahwa seingat Saksi pak Andy Santoso tahun 1987 masih membatu

orang tuanya di kios;
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Bahwa seingat Saksi Sdr. Gian Setyadi saat itu kadang-kadang ke kios;
Bahwa seingat Saksi saat itu Pak Gian Setyadi belum beristri, pak Andy
Santoso yang sudah beristri saat itu;

Bahwa setelah Saksi keluar bekerja diorang tuanya Pak Andy Santoso
saksi pernah bertemu dengan Pak Gian di Pasar ia berjualan di Pasar kios
10 dan 11;

Bahwa setahu Saksi Pak Gian sekarang masih berjualan di pasar;

Bahwa setahu Saksi kios No. 12 dan 13 ditempati oleh Pak Andy Santoso
sudah berubah nama menjadi Toko Mulya Baru;

Bahwa Saksi tidak tahu jika sekarang kio No. 12 dan 13 digembok;

Bahwa seingat Saksi, rentan waktu tahun 1987 sampai dengan 1999
orang tua Pak Andy Santos tidak pernah cerita ke saksi terkait dengan
kios;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Pak Andy Santoso meninggal
dunia;

Bahwa Saksi tahu jika kios No. 10,11, 12, dan 13 sebelumnya adalah atas
nama orangtua pak Andy Santoso;

Bahwa Saksi tidak tahu ke empat kios tersebut telah beralih ke atas nama
Gian Setyadi;

Bahwa seingat Saksi waktu itu Pak Gian Setyadi sudah mempunyai usaha
sendiri, yaitu gedung film dan toko karpet;

Bahwa Saksi tidak tahu jika saat ini kios No. 12 dan 13 sudah menjadi
atas nama Nuraini (Penggugat);

Bahwa setahu Saksi kios No. 12 dan 13 saat ini tutup;

Bahwa setahu Saksi Pak Andy Santoso saat ini masih buka usaha di
Cokronegaran;

Bahwa Saksi tahu rumah Pak Andya Santoso yaitu di jalan Dr. Rajiman
No. 38;

Bahwa Saksi mengetahui jika kios No. 10 dan 11 ditempati oleh Pak Gian
dan Kios 12 dan 13 ditempati Pak Andy Santoso, tahu dari papan nama,

belum pernah melihat SHPnya;
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Bahwa yang memberi upah Saksi adalah orangtua pak Andy Santoso;
Bahwa Saksi tidak pernah digaji oleh Pak Gian;

Bahwa setahu Saksi toko pak Andy Santoso yang di Cokronegaran ada
nama tokonya;

Bahwa Saksi pernah melihat rumah pak Andy Santoso di Cokronrgaran
ada papan nama Toko;

Bahwa Saksi membenarkan bukti P-30 adalah toko pak Andy yang di
Cokronegaran Toko Mulya Baru;

Bahwa Saksi membenarkan bukti P-31 adalah rumah pak Andy yang
diberi nama Toko Mulya Baru;

Bahwa pada saat Saksi tahun 2018 ke kios No. 12 dan 13 saat itu sudah
ada nama Tokonya yakni Toko Mulya Baru;

Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada nama Toko Mulya Baru;

Bahwa Saksi tidak tahu pak Andy Santoso mempunyai tanda pengenal
sebagai pemilik kios atau tidak;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari orang tua Pak Andy jika ke 4
kios itu akan dibagi;

Bahwa setahu Saksi pemilik toko Mulya Baru adalah Pak Andy Santoso
untuk jualan sembako;

Bahwa setahu Saksi rumah Pak Andy Santoso tidak untuk tempat usaha;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi

sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Jumat, tanggal 21
November 2025;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il Intervensi telah mengajukan

kesimpulannya pada tanggal 04 Desember 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan

merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo
adalah Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta No. B/DG.01.04/2512
tanggal 19 Juni 2025 perihal Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan SHP Kios
No.12 dan Kios No.13 Pasar Gede (Bukti P-2 sama dengan Bukti T-2);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pengadilan telah menerima
permohonan Intervensi atas nama Andy Santoso dan terhadap permohonan
tersebut Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan Nomor 65/G/2025/PTUN.SMG,
tanggal 24 September 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan
tersebut dan mendudukan pemohon Intervensi yang diwakili oleh kuasa

hukumnya sebagai Pihak Tergugat Il Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
dan Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Jawabannya melalui persidangan
secara elektronik (e-court) pada tanggal 1 Oktober 2025, di mana dalam jawaban
Tergugat termuat adanya eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara sedangkan
dalam Jawaban Tergugat Il Intervensi tidak terdapat jawaban yang bersifat

eksepsional;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat I
Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan
secara elektronik (e-court) tanggal 8 Oktober 2025, yang pada pokoknya menolak
dalil-dalil dari jawaban Tergugat dan Tergugat Il Intervensi baik dalam eksepsi
maupun dalam pokok perkara dan tetap dalam pada gugatannya semula,
selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat Il Intervensi telah
mengajukan Dupliknya masing-masing melalui persidangan secara elektronik (e-
court) pada tanggal 15 Oktober 2025;
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Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil yang bersifat eksepsional,
maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan

akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
. EKSEPSI:

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat pada

pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/ Tidak Jelas;
2. Eksepsi Tentang Objek Sengketa Tidak Memenuhi Unsur Final Sebagaimana
Dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, oleh
Pengadilan akan dipertibangkan satu persatu dalam uraian pertimbangan hukum

sebagai berikut:
1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/ Tidak Jelas;

Menimbang bahwa untuk menentukan suatu gugatan yang diajukan di
peradilan tata usaha negara kabur atau tidak, Pengadilan berpedoman pada
ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“‘Gugatan harus memuat:
a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan
penggugat atau kuasanya;
b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

pengadilan;”

Menimbang bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal
12 Agustus 2025 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 12 Agustus 2025, dengan register Perkara Nomor
65/G/2025/PTUN.SMG dan diperbaiki tanggal 17 September 2025, diperoleh fakta
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bahwa penyebutan subjek hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi
ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian
dalam gugatan Para Penggugat tersebut, telah memuat dasar gugatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Momor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yakni adanya dalil gugatan yang menyebutkan
tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, serta sudah jelas apa yang diminta
untuk diputuskan oleh pengadilan yakni menyatakan batal atau tidak sah objek
sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketuntuan Pasal 56 ayat (1) huruf c

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. 53 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil dari suatu gugatan tata
usaha negara, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat

kabur/ obscuur libel dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tentang Objek Sengketa Tidak Memenuhi Unsur Final Sebagaimana
Dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahawa adapun bunyi ketentuan yang dimaksud Pasal 1 angka
9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
adalah : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
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Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo
adalah Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta No. B/DG.01.04/2512
tanggal 19 Juni 2025 perihal Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan SHP Kios
No.12 dan Kios No.13 Pasar Gede (Bukti P-2 sama dengan Bukti T-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa diatas, maka
Pengadilan berkesimpulan bahwa Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis berupa Surat Jawaban atas
Permohonan Perpanjangan Surat Hak Penempatan atas kios No.12 dan kios No.13
di Pasar Gede Kota Surakarta;

- Tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan
eksekutif yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perpanjangan Surat Hak
Penempatan Kios di Pasar Gede Surakarta;

- Tindakan hukum Tergugat bersifat konkret karena menyebutkan secara konkret
perihal Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan SHP Kios No.12 dan Kios
No.13 Pasar Gede;

- Tindakan hukum Tergugat bersifat individual karena ditujukan langsung kepada
Nuraini Purwaningsih (Penggugat);

- Tindakan hukum yang dikeluarkan Tergugat telah bersifat final, karena Tergugat
dalam menerbitkan keputusannya tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau
badan pemerintahan lainnya;

- Telah menimbulkan akibat hukum bagi Nuraini Purwaningsih yakni tidak dapat

melakukan kegiatan usahanya karena tidak memiliki Surat Hak Penempatan atas

Kios No.12 dan No.13 di Pasar Gede Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas,

Pengadilan berpendapat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah
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memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan
yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau badan
pemerintahan lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Nuraini Purwaningsih
yakni tidak dapat melakukan kegiatan usahanya karena tidak memiliki Surat Hak
Penempatan atas Kios No.12 dan No.13 di Pasar Gede Kota Surakarta, sehingga
dengan demikian terhadap eksepsi tentang Objek Gugatan Tata Usaha Negara

belum bersifat Final haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
dinyatakan tidak diterima, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan

mengenai pokok perkara;
Il. POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang
pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan Surat
Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta No.B/DG.01.04/2512 tanggal 19 Juni
2025 perihal Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan SHP Kios No.12 dan Kios
No.13 Pasar Gede dikeluarkan dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut
telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat Il Intervensi yang pada pokoknya
menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dipersengketakan para
pihak maka instrumen hukum (alat uji) yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a
dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan
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ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal

atau tidak sah apabila:

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau
b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-

asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Surat Kepala Dinas Perdagangan
Kota Surakarta No. B/DG.01.04/2512 tanggal 19 Juni 2025 perihal Jawaban Atas
Permohonan Perpanjangan SHP Kios No.12 dan Kios No.13 Pasar Gede (Bukti P-
2 sama dengan Bukti T-2), maka dapat dijelaskan bahwa Tergugat tidak dapat
melakukan perpanjangan Surat Hak Penempatan (SHP) Kios No.12 dan Kios
No.13 di Pasar Gede Kota Surakarta yang dimohonkan oleh Penggugat dengan
alasan masih adanya perselisihan/ sengketa yang belum selesai dan belum

berkekuatan hukum tetap di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan Tergugat tersebut diatas, maka pokok
perkara yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah penerbitan
objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan/ atau substansinya
telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak

melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?;
1. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan
apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo

atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat asas hukum
yang menyatakan “geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid’ yang bermakna
tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban. Hal ini berarti di dalam setiap
wewenang yang diberikan kepada Pejabat Tata Usaha Negara termasuk Tergugat

terdapat tanggung jawab atau harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga
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dalam setiap penerbitan keputusan dan/ atau melakukan tindakan harus dilandasi

oleh wewenang yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Tergugat memiliki kewenangan
untuk menerbitkan atau tidak perpanjangan Surat Hak Penempatan Kios di Pasar
Gede Surakarta, Pengadilan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

yang relevan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan :

a. Pasal 4 ayat (2) disebutkan : “Daerah kabupaten/kota selain berstatus
sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi
wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota”;

b. Pasal 218 disebutkan :

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan
ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.

(2) Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah
melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

(3) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024, tentang

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat ;

a. Pasal 7 ayat (1) : “Walikota melalui PD (perangkat daerah) berwenang
menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di Daerah”;

b. Pasal 19 Ayat (1) : “Setiap orang atau Badan yang menggunakan kios

atau los harus memperoleh SHP dari Kepala PD atas nama Wali Kota”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang merupakan
perbuatan konkret yang dilakukan oleh Tergugat jika dihubungkan dengan
ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Dinas

Perdagangan Kota Surakarta memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara
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Delegatif yakni dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Walikota Surakarta
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah khususnya dalam
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surakarta, dengan
demikian Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo
baik secara materi cakupan bidang tugasnya maupun yurisdiksi cakupan wilayah

hukumnya;
2. Aspek Prosedural Dan Subtansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai penerbitan objek
sengketa ditinjau dari aspek prosedural dan subtansinya apakah telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural
adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga
menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta

jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Surat Kepala Dinas Perdagangan
Kota Surakarta No. B/DG.01.04/2512 tanggal 19 Juni 2025 perihal Jawaban Atas
Permohonan Perpanjangan SHP Kios No.12 dan Kios No.13 Pasar Gede (Bukti P-
2 sama dengan Bukti T-2) dapat dijelaskan bahwa Tergugat tidak dapat
melakukan perpanjangan Surat Hak Penempatan Kios No.12 dan Kios No.13 di
Pasar Gede Kota Surakarta yang dimohonkan oleh Penggugat dengan alasan
karena masih adanya perselisihan/ sengketa yang belum selesai dan belum

berkekuatan hukum tetap di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan Tergugat diatas, maka Pengadilan
berkesimpulan penerbitan objek sengketa terkait dengan kewenangan Tergugat
dalam rangka menyelenggarakan fungsi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar
Rakyat di Kota Surakarta sehingga ketentuan yang dijadikan sebagai alat uji untuk
menilai aspek prosedural dan subtansinya akan menggunakan ketentuan yang

mengatur tentang tata cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
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Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur dan

substansi akan berpedoman pada ketentuan yang relevan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;

2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, tentang

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat,

disebutkan :
Pasal 21

(1) SHP diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;

(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir, Pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan
permohonan perpanjangan SHP;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Wali Kota;

Pasal 35

(1) Setiap Pedagang berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik
dan adil dari Pemerintah Daerah;

b. berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan
pasar;

c. melakukan kegiatan usaha di kios, los atau pelataran tempat
usaha sesuai dengan izin yang diberikan;

d. memperoleh informasi yang benar dalam penyelenggaraan

pasar;
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g.

menggunakan tempat usaha/berjualan sesuai dengan
SHP/KTPP atau pelataran;

memperoleh bukti pembayaran dalam penyelenggaraan pasar;
dan

mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

(2) Setiap pedagang wajib :

a.

d.

membayar retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan,
kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi
fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha dalam lingkup
pasar;

menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi
tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar pasar/kegiatan
usaha; dan

mematuhi ketentuan penggunaan zonasi di pasar.

(3) Setiap pedagang dilarang :

a.

memiliki SHP lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) pasar,
dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan dan pedagang
grosir sesuai dengan kondisi pasar;

mengalihkan SHP dan KTPP kepada orang lain;

meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los dan dasaran
yang menjadi haknya selama 60 (enam puluh) hari dalam satu
tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih
luas dari tempat yang ditentukan;

memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai
dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;

memperjual belikan barang/atau jasa yang bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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g. mengalihfungsikan kios atau los;

h. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang
ada di pasar sebelum mendapatkan izin Kepala PD;

i. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau tempat yang
bukan haknya;

j.  menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara
dan getaran yang menimbulkan gangguan lingkungan
disekitarnya;

k. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan
terganggunya aktivitas pasar;

l.  menggunakan tempat berdagang sebagai gudang atau tempat
tinggal,

m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang bukan
tempatnya;

n. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan
serta memasang atau mengubah instalasi air atau listrik tanpa
izin tertulis;

0. menjaminkan SHP kepada Pihak Ketiga; dan

p. melakukan kegiatan yang dapat menganggu keamanan dan
ketertiban umum.

(4) Pedagang grosir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
memiliki paling banyak 4 (empat) SHP dalam 1 (satu) pasar.
(5) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. denda administratif;
d. pencabutan SHP; dan
e

. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 4 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar

Tradisional Kota Surakarta, disebutkan :

Pasal 4

(1) Setiap Orang atau Badan yang menggunakan kios/los wajib memiliki
SHP dari Kepala Dinas atas nama Walikota Surakarta;

(2) Tata Cara memperoleh SHP sebagaimana dimaksud Ayat (1) calon
pedagang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala
Dinas lewat Kepala Pasar setempat untuk diteruskan pada Bidang
Pendapatan Dinas;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memuat dan
memenuhi syarat:

a. Nama/ Badan Usaha, alamat tempat tinggal/domisili pemohon,
kewarganegaraan, luas dan letak  berjualan,  jenis
dagangan/usaha;

b. Melampirkan copy KTP yang masih berlaku, Pas Photo ukuran
4x6 sebanyak 6 lembar, denah lokasi kios/los yang dimohon

(4) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang
bersangkutan diberikan SHP oleh Kepala Dinas atas nama Walikota
Surakarta;

(5) Didalam SHP dicantumkan Identitas pedagang yang bersangkutan
dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang antara
lain:

a. Kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan tepat pada
waktunya;

b. Kewajiban memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan,;
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c. Larangan merubah luas dan letak tempat dasaran atau
bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa
seijin Kepala Dinas;

d. Larangan untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga
berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam
SHP, kecuali sudah mendapat ijin tertulis dari Kepala Dinas;

e. Larangan berdagang barang yang dapat membahayakan
terhadap bangunan pasar/manusia/keamanan pasar tanpa seijin
Kepala Desa;

f. Larangan untuk menggunakan tempat dasaran sebagai tempat
tinggal;

g. Larangan bagi pedagangyang melakukan jual beli di mobil dalam
area pasar, apabila melanggar dikenakan sanksi Pasal 48
peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta;

h. Larangan bagi pedagang los untuk tidak meninggalkan
dagangannya di lokasi pasar; dan

i. Pedagang klos yang meninggalkan dagangan di Pasar harus
ada Persetujuan Kepala Dinas dan Dikenakan Penarikan
Retribusi malam/lerepan sebesar 25% dari Retribusi;

(6) SHP diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun dan diperpanjang
dengan mengajukan permohonan pembaharuan (heregistrasi)
dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) pasal ini;

(7) Permohonan SHP dapat ditolak apabila Pemohon tidak memenuhi

syarat sesuai dengan Pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi
yang diajukan para pihak di dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak
yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, terdapat fakta yang relevan

sebagai berikut:
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Bahwa Andy Santoso dan Gian Styadi Wijaya adalah anak dari Oey Tjan
Kheuw dan Song Tet Tjauw (vide bukti Bukti P-35 dan Bukti T Il Intervensi-
18)

Bahwa Oey Tjan Kheuw memiliki usaha grosir sembako dengan nama usaha
dagang UD. Sinar pada Kios No.10, No.11, No.12 dan No. 13 di Pasar Gede
Kota Surakarta (keterangan saksi MIYATI);

Bahwa pada Tahun 2005 Oey Tjan Kheuw orang tua dari Andy Santoso dan
Gian Styadi Wijaya meninggal dunia (Bukti T Il Intervensi-19);

Bahwa pada tahun 2018 Andy Santoso (Tergugat Il Intervensi) telah
membuka toko usaha dagang sembako pada kios No. 12 dan No. 13 di
Pasar Gede Kota Surakarta dengan nama Toko Mulya Baru (keterangan
saksi MIYATI);

Bahwa Nuraini Purwaningsih (Penggugat) adalah isteri dari Gian Styadi
Wijaya (vide Bukti P-34);

Bahwa usaha dagang Nuraini Purwaningsih (Penggugat) dan Gian Styadi
Wijaya dengan nama toko UD. SINAR pada kios No.10 dan No.11 adalah
usaha grosir (BA Pemeriksaan Setempat);

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Hak Penempatan Nomor
511.2/182/1/GD/2022 Kios No.12 lantai dasar Pasar Gede Surakarta dan
Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/183/1/GD/2023 Kios No.13 lantai dasar
Pasar Gede, Jenis dagangan Snack/Grosir atas nama Nuraini Purwaningsih /
Penggugat (vide Bukti P-10 dan Bukti P-17 sama dengan Bukti T Il
Intervensi-12 dan Bukti T Il Intervensi-13);

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2025 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas
nama Oentoeng Sutedja mengajukan Permohonan Perpanjangan Surat Hak
Penempatan atas Kios No.12 dan Kios No.13 Pasar Gede Kota Surakarta
yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta (Bukti P-1
sama dengan Bukti T-1);

Bahwa terhadap surat Permohonan dari Penggugat tersebut Tergugat telah
menanggapinya dengan surat Jawaban atas permohonan perpanjangan SHP

Kios No.12 dan Kios No.13 Pasar Gede, tertanggal 19 Juni 2025 yang
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ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat atas nama Oentoeng
Suteja&Associates (vide bukti P-2 sama dengan T-2);

10. Bahwa kios No. 10 dan No. 11 ditempati oleh Nuraini Purwaningsih
(Penggugat) dengan nama Toko Sinar sedangkan kios No. 12 dan No. 13
tidak terdapat usaha dagang dengan kondisi terkunci (BA Pemeriksaan
Setempat);

11. Bahwa antara Andy Santoso (Tergugat Il Intervensi) dengan Nuraini
Purwaningsih (Penggugat) dan Gian Styadi Wijaya telah bersengketa secara
Perdata sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
200/Pdt.G/2024/PN.Skt, tanggal 16 Januari 2025 Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah Nomor 127/PDT/2025/PT SMG, tanggal 18 Maret 2025
Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3712 K/Pdt/2025, tanggal 11 Agustus
2025 (vide bukti P-7, P-8, dan P-9);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di Persidangan
tidak diperoleh fakta yang menunjukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 Tentang

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah beritikad baik dengan mengajukan
permohonan perpanjangan Surat Hak Penempatan atas Kios No.12 dan Kios
No.13 Pasar Gede Kota Surakarta (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) sebagaimana
diamanatkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024

Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kepemilikan SHP Penggugat yang lebih
dari satu yakni SHP Kios No. 10, Kios No. 11, Kios No. 12 dan Kios No. 13,
menurut Pengadilan kepemilikan SHP tersebut bukan merupakan suatu
pelanggaran dikarenakan usaha dagang Penggugat adalah usaha dagang grosir
yang termasuk dalam usaha dagang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024

Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, yang berbunyi
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“Pedagang grosir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memiliki paling

banyak 4 (empat) SHP dalam 1 (satu) pasar”;

Menimbang, bahwa alasan penerbitan objek sengketa (vide bukti P-2 sama
dengan T-2) oleh Tergugat didasari oleh adanya sengeketa antara Andy Santoso
(Tergugat Il Intervensi) dengan Nuraini Purwaningsih (Penggugat) dan Gian
Styadi Wijaya secara perdata, dan terhadap sengekta tersebut telah terdapat
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Putusan
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 200/Pdt.G/2024/PN.Skt, tanggal 16 Januari
2025 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 127/PDT/2025/PT
SMG, tanggal 18 Maret 2025 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 3712
K/Pdt/2025, tanggal 11 Agustus 2025 (vide bukti P-7, P-8, dan P-9);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Pengadilan
berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran hukum oleh Penggugat atas
ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penggugat telah
beritikad baik dengan mengajukan permohonan perpanjangan Surat Hak
Penempatan atas Kios No.12 dan Kios No0.13 Pasar Gede Kota Surakarta
sebagaimana diamanatkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2
Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, dan
terhadap sengketa sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa (vide bukti P-2
sama dengan T-2) telah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum,
sehingga tidak cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan objek

sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat
memproses perpanjangan Surat Hak Penempatan No.511.2/182/I/GD/2022 dan
No0.511.2/183/1/GD/2023 masing-masing tertanggal 28 Maret 2023 atas kios No.12
dan No.13 di Pasar Gede Surakarta dan menerbitkannya atas nama Nuraini
Purwaningsih, Pengadilan berpendapat tuntutan tersebut berdasarkan hukum
untuk dikabulkan mengingat pemegang SHP sebelumnya adalah atas nama

Penggugat dengan Usaha Dagang Toko Sinar sebagaimana disebutkan dalam
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Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/182/1/GD/2022 Kios No.12 lantai dasar
Pasar Gede Surakarta dan Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/183/1/GD/2023
Kios No.13 lantai dasar Pasar Gede, Jenis dagangan Snack/ Grosir (vide Bukti P-
10 dan Bukti P-17 = Bukti T Il Intervensi-12 dan Bukti T Il Intervensi-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di
atas Pengadilan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek
sengketa secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena diterbitkan tanpa landasan
hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal

dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk
seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat dan Tergugat Il
Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sepatutnya dihukum untuk

membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal - hal yang
diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan
apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas
dasar hal itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah
dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus
sengketanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat
bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi mengadili satu kesatuan dengan

berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Peradilan Secara Elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
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Indonesia No.363/KMA/SK/XI1/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan secara elektronik. Dengan diucapkannya Putusan secara elektronik,
maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum
dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk

umum,

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Perundang-

undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:
. EKSEPSI
- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;
Il. POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta
No.B/DG.01.04/2512 Tanggal 19 Juni 2025 Perihal Jawaban Atas
Permohonan Perpanjangan SHP Kios No.12 & No.13 Pasar Gede;

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Kepala Dinas Perdagangan
Kota Surakarta No.B/DG.01.04/2512 Tanggal 19 Juni 2025 Perihal Jawaban
Atas Permohonan Perpanjangan SHP Kios No.12 & No.13 Pasar Gede;

4. Mewajibkan Tergugat Untuk Memproses Perpanjangan Surat Hak
Penempatan No0.511.2/182/1/GD/2022 Dan No0.511.2/183/1/GD/2023 Masing-
Masing Tertanggal 28 Maret 2023 Atas Kios No.12 Dan No.13 Di Pasar

Gede Surakarta Dan Menerbitkannya Atas Nama Nuraini Purwaningsih;
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5. Menghukum Tergugat Dan Tergugat Il Intervensi Secara Tanggung Renteng
Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 3.544.000,- (Tiga Juta Lima Ratus
Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025, oleh
EFFRIANDY, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Maijelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.,
dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para
pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, oleh Majelis Hakim
tersebut dan dibantu oleh AGUS DWIYONO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum

Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi secara

elektronik.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd Ttd
SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. EFFRIANDY, S.H., M.H.
Ttd

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.
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Perincian Biaya Perkara Nomor : 65/G/2025/PTUN.SMG. :

1. Biaya ATK ..o Rp. 125.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.................. Rp.  19.000,-
3. PNBP .. Rp.  80.000,-
4. Meterai Putusan Sela ...........ccceoeeiiiiiiiiiiie, Rp. 10.000,-
5. Meterai Putusan .........ccccoeeoiiiiiiiii e Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat..............oooviiiiiininnnnns Rp. 3.300.000- +
JUMLAH Rp. 3.544.000,-

(tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah ).
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Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang JI. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Panitera Tingkat Pertama Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Didi Sunardi S.H,.M.H. - 196601301994031001 Email: info@mahkamahagung.go.id
Digital Signature www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektron“

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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